Menimbang,

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN

DI

NOMOR 06 TAHUN 2007
TENTANG

SEDAMANGAN KABUPATEN SERUYAN

NGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERUYAN,

bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan

Tengah Nomor 14 Tahun 1998 Tentang Kedamangan di Propinsi Daerah

Tingkat 1 Kalimantan — Tengah, peclu mengenai kedamangan  di
Kabupaten Seruyan.,

bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada hurul o di atas, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Dacrah Kabupaten Seruyan

Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan  Kabupaten  Katingan, Kuabupaten Seruvan,Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Palang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di
Provinst Kalimantan Tengah; (Lembaran Negara Republik Indonesia
Lahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4180); ’ -

Undang-undang Republik Indonesia Nomeor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan — (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389): '

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 /-'{'a’h‘un 2004 tentang
Pemerintahan Daerah - (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
~00:+ Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor
§ Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Pernbahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
tentane - Pemerintahan - Daerah  menjadi - Undang-undang  (Lembaran
Nesarl Republik Indonesia  Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

Lndung-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Newvara Republik Indonesia Nomor 4438):

Peraturan Pemerintah Republik  Indeuwesia Nomor 25 Tahun 2000
Fentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai
Dacrah Otonom (Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 54, Tambuahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesic: Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 14 tahun 1998
tentang ‘Kedamangan di Propinsi Daerah Tingkat | Kalimantan Tengah;
Peraturan Dacrah Kabupaten Seruyan Nomor | Tahun 2003 tentang
Kewenangan Kabupaten Scruyan sebagai Dacrah Otonom (Lembaran
Dacrah Kabupaten Scruyan Tahun 2003 Nomor 1 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Scruyan Nomor 12 Tahun 2005 tentang
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk  dan Pengendalian Penduduk
(Lembaran Dacrah Kabupaten Seruyan Tahui 2005-Nomer 11 Seri E);

] 10. Peraturan Daerah Kabupaten- Seruyan Nomor 17 Tahun 2005 tentang

Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Kecamatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005 Nomor 13 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERUYAN

dan
BUPATI SERUYAN

MEMUTUSKAN : | \

Menctapkan L PERATURAN DAERAH TENTANG KEDAMANGAN
: DI KABUPATEN SERUYAN

.');:](

BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal |

-

i Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dengan
demerintaan: Dacrah adalah Penyelengsarsan urasan pemerintahan oleh

Pemerintah Dacrah dan DPRE menurut asas Otonomi  dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi scluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Findang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
Pemerintah Dacrah adalah Bupati dan Perangkat Dacraly schagal unsur
i-nvelenggaraan Pemerintahan Dacrah;

Bupat adalah Bupati Seruyan;

Pewan Perwakilan Rakyat Dacralr yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Lraibagn perwakilan rakyat  daerah sebhagai unsur penyelenggara
cemerntihan daerah:



-

r. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya akhir agar kondisi dan keberadaan
adat istiadat, kebiasaan masyarakat dan lembaga adat kuat sekali dan
makin kokoh, schingga hal itu berperan positif dalam pembangunan
nasional dan berguna bagi masyarakal yang bersangkutan sesuai dengan
tingkat kemajuan dan perkembangan jaman;

S Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai etika.’
kebiasaan-kebiasaan — dalam  masyarakat  dan lembaga  adat agar
Keberadaanya tetap terjaga dan berlanjut:

L Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu dan terarah, agar adat
istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat dapat
berkembang  schingga mampu  meningkatkan — peranannya dalam
pengembangan sesuai dengan perubahan sosial, budaya dan ckonomi yang
sedang berlaku.

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud dilakukan Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan
Adat istindat, kebiasanan-kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat
i dacrah adalah menunjang kelancaran peryelenggaraan pemerintahan,
kelangsungan pembangunan dan peningkatan ketahanan nasional serta
mendorong upaya mensejahterakan warga masyarakat sclempat ;

1) Tujuan adalah mendorong menunjang dan meningkatkan . partisipasi
masyarakat guna kelancaran pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
dan pembinaan  masyarakat di daerah, terwtama di desa‘kelurahan
schingga warga masyarakat setempat merasa terpanggil untuk turut serta
bertanggung  jawab  atas  kescjahteraan hidup masyarakat dan
lingkungannya,

BAB UI

PENGUKUHAN DAN PEMBENTUKAN
WILAYAH KEDAMANGAN

Bagian Pertama
Pasal 3
Dalam rangka pemberdayaan adat istiadat, kebiasaan-kebinsaan masyarakat
dan lembaga adat merasa perlu dikukuhkan wilayih kedamangaa yang ada,
Pasal 4
(1) - Kedamangan yang sudah ada tetap berlaku ; .
(2)  Kedamangan dapat meliputi satu kecamatan atau beberapu kecamatan ;

(3)  Wilayah kedamangan tidak terikat dengan wilayah administrasi
pemerintahan Kecamatan.,



Bagian Kedua
Tujuan dan Tata Cara Pembentukan Kedamangan
asal 5

Tujuan  pembentukan  wilayah  kedamangan  adalah  untuk  meningkatkan
pelayanan dan pemberdayaan hukum adat kepada masyarakit sccara berdaya
suna dan berhasil guna berdasarkan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan
sesuai dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan,

Pasal 6

(i) Wilayah kedamangan dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat/tokoh-
tokoh adat dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan sesuai
dengan kondisi budaya masyarakat setempat ;

() Pembentukan kedamangan sebagaimana dimaksud ayat (1) terjadi karena
pembentukan kedamangan bara diluar kedamangan yang telah ada atau
schagai akibat pemecahan wilayah kedamangan ; '

(3)  Pembentukan kedamangan ditstapkan oleh Majelis Adat Kabupaten dan
dirahkan oleh Bupati.

Pasal 7
Pembentukan kedamangan harus memenuhi syara-syarat sehypai berikut @ o

¢y Terdapat kesamaan hukum adat, adat istiadat Jan kebiasaan vang berlaku
dalan masyarakat tersebut ;

(2 Luas wilayah minimal mencakup 1 (satu) Kecamatan

{3)  Mempunyai tanah adat dan hak adat.

BABIV
»
RKEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DAMANG
T KEPALA ADAT

dasal S

(1 Fungsi Lembaga Adat dilaksanakan oleh Damang Kepala Adar

(2)  Untuk Kelancaran pelayanan kepada masvarakat ditingkat desa, Damang
Kepata Adat sebagaimana ayat (1) dibanta oleh Kerapatan Adat atau Let
Adat

S5y Damaiig Kepala Adat adalah Pimpinan Adat berkedudukan sebagai Mitra

Camat dalam bidang pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat
istindat, kebiasaun-kebiasaan dulam masyarakatl dan lembaga adat serta
hukum adat di wilayahnya ;

(4)  Damang  Kepala  Adat  dapat  mengangkat unsur  stainya  sebagai
kebutuhan,



BABYV A
HAK, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

(1) Damang Kepala Adat mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut :

(1

(2

a. Mewakili masyarakat adat keluar, yakni  dalam hal-hal yang

menyangkut kepentingan-kcpenlingan adat ;

b. Mengelola hal-hal dan atay harta kekayaan adat untuk meningkatkan
kemajuan dan 1araf hidup masyarakat kearah yang lebih layak dan
lebih baik ;

¢. Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat, istiadat
dan kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat sepanjang penyelesaian
iu (idak bertentangan dengan ketentuan  hukum  dan peraturan
perundang-undangan yanyg berlaku ;

d. Mengesahkan surat keterangan hak atus tanah adat dan surat-surat
perjanjian perkawinan adat,

Dumang Kepala adat berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai

berikut

do Membantu kelancaran penyclenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan terutama  dalam
pemanfaatan hak-hak adat dan harta Kekayaan adat/kedamangan
dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat ada selempat ;

b. Memelihara stabilitas nasional yang schat dan dinamis- yang dapat
memberikan  peluang kepada para aparat pemerintah, terutama
pemerintah - desa/kelurahan— dalan melaksanakan tugas-fugas
penyelenggraan  pemerintahan vang  bersith  dan berwibawa,
pelaksanaan pembangunan yanp lebih berkualitas dan pembinaan
Kemasyarakatan yang adil dan demokratis -

¢ Menciptakan  suasana yang dapat menjamin tetap terpeliharanya
kchhincka;m masyarakat adat dalan rangka persatuan dan kesatuan
bangsi,

BARB V]

PEMILINAN DAMANG KEPALA ADAT
Pasal 12

Majelis Adat Keeamatan membentuk panitia pemilihan yang ditetapkan
dengan surat keputusan Majelis Adat Kecamatan ;

Bagi kecamatan yang belum "ada mujelis kecamatan maka panitia
pemitihan damang kepala adat ditetapkan oleh majelis adat kabupaten ;
Panitia: pemilihan damang  kepala adat terdiri dari  tokoh-tokoh
masyarakat, tokoh-tokoh adat dengan susunan sebagi berikut :

i Netua g

b Wakil Ketua ;

¢ Sekretaris dan -

d. Anggola-anggota.
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(4)  Panitia Pemilihan sebagimana dimaksud ayat (3) mempunyai tugas :
a.  Melakukan penjaringan dan mencrima pendaftaran bakal calon ;
b. Meneliti persyaratan administrasi/penyaringan terhadap bakal calon
bedasarkan persyaratan yang ditentukan ;
Mengadakan pendaftaran pemilihan ;
Menentukan rencana tempat dan waktu pelaksanaan ;

¢. Mengumumkan nama-nama calon Damang Kepala Adat yang telah
ditetapkan ;

I. Menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan
satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan
alasan apapun |

. g. Mengadakan persiapan untuk menjamin agar pelaksanaan pemilihan
berjalan dengan tertib, aman dan lancer -, o
h. Mclaksanakan Pemilihan Damang Kepala Adat ;
i Membuat Berita Acara jalannya pemilihan dan penghitungan suara,

e e

Pasal 13

‘ara Calon Damang Kepala Adat diwajibkan berada ditempal yang telah
ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.

BAB VIl
HAK MEMILIH DAN DIPILIH
Yasal 14

Yang - dapat  memilih - damang  kepala  adat  adalah  ketua . Badan
Permusyawaratan Desa atau perwakilan tokoh masyarakat di kelurahan yang
terlebih dahulu disepakati dan mantir adat yang berada dalam wilayah
kedamangan dimaksud, kecuali bagi mercka yang menjadi Calon Damang
Kepala Adat, ' '

Pasal 15

Yung dapat dipilih menjadi Damang Kepala Adat adalah penduduk Warga

Negara Indonesia di Wilayah Kedamangan tersebut :

A Bertagwa kepada ‘T'uhan Yang Maha Esa :

b, Setia dan taat kepada Pancasila dan Undung-undang Dasar 1945 ;

. Memiliki pengalaman dan pengetabuan yang luas mengenal hukum adat
vang bersangkutan ;

. Cakap membaca dan menulis ;

¢ Limur sckurang-kurangnya 35 tahun dan sclinggi-tingginya 60 tahun ;

f. Schat jasmani dan rohani ;

. Tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan
Reputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

b Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, mampu dan, berwibawa ;-

i Terdattr scbagai penduduk dan bertenipat tinggal tetap dikedamangan
yang bersingkulan sekurang-kurangnya sclama | (satu) lahun terakhir
dengan tidak terputus-putus ;

-



K.

‘ (l)

Mengenal daerahnya dan dikenal olch masyarakat di wilayah kedamangan
setempat
Tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran/larangan adat.

BAB VI
"ENCALONAN DAMANG KEPALA ADAT

Yasal 16

Bakal Calon Damang Kepala Adat digjukan sccara tertulis kepada Panitia

Pemilihan Damang Kepala Adat dengan melampirkan persyaratan :

4. Surat Pernyataan kesediaan menjadi Bakal Calon Damang Kepala
Adat;

b. Surat Pernyataan setia kepadx Pancasila, Undang-undang Dasar 1945,
Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;

¢. “Surat Keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan
pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

d. Surat Keterangan dari dokter:

Surat Keterangan Berkelakuan baik dari Kecamatan;

[ Surat  Keterangan tidak pernah  dihukum  karcna  melakukan
pelanggaran/larangan adat dari Dzun;mg Kepala Adat;

g. Akt Kelahiran/Surat  Keterangan Kelahiran  dari pejabat  yang
berwenang; ' ‘ s

h. Pas Photo hitum putih ukuran < x 6 em sebanyak 4 lembar, }

Bakal Calon Damang Kepala Adat hasil penyaringan sedikitnya 2 (dua)

orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang ditctapkan dengan

Berita Acara Penyaringan Bakal Calon;

Teknis pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Damang

Kepala Adat ditetapkan oleh Panitia Pemilibhan.

[¢]

Pasal 17

Bakal Calon Damang Kepala Adat sebagaimana dimaksud Pasal 16 Ayat 2
ditetapkan sebagai Calon Damang Kepala Adat yang berhak dipilih dengan
Keputusan - Majelis Adat Kecamatan  yang  disahkan  oleh Majelis  Adat
Kabupaten.

(M

Pasal 18

Pegawai Negeri yang mencalonkan sebagai Calon Damang Kepala Adat
sclain harus memenuhi persyaratan schagaimana dimaksud dalam Pasal
16. juga harus memiliki Surat Persetujuan dari atasannya dan atau
pejabat .yang berwenang untuk itu;

Bagi Pegawai Negeri yang terpilih ditctapkan sebagai Damang Kepala
Adat dibebaskan dari tugas dan jabatannya scbagai Pegawai Negeri;
Pegawai Negeri scbagaimana dimaksud Ayat 2 (dua) diatas berhak
mendapat kenaikan pangkat reguler dan kenaikan gaji berkala sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

9



BABIX !

PELAKSANAAN PEMILIHAN DAMANG KEPALA;ADAT

Pasal 19

(1) Sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari sebelum pemilihan
dilaksanakan, Panitia Pemilihan memberitahukan kepada para pemilih
mengenai waktu dan tempat pemilihan yang ditentukan; :

(2) Pemilihan dilaksankan di Ibukota Kecamatan melalui Rapat Pemilihan
Damang Kepala Adat yang dipimpin oleh Ketua Pamtla Pemilihan

. dengan dihadiri sckurang-kurangnya 2/3 (dua pertnga) darl jumlah
- pemilih terdaftar;

(3) Pemilihan Damang Kepala Adat dinyatakan sah apabila Jumlah pemilih
yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sekurang-‘kur‘mgnya 2/3 s
(dua pertiga) dari jumlah panitia; ‘ &

-(4) Dalam hal jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakdn hak pilihnya =~ ..

' kurang dari yang ditentukan sebagaimana dalam ayat (3), Pemilihan
Damang Kepala Adat dinyatakn ditunda/diundurkan; ! |

(5) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pengunduran-sebagalmana
dimaksud ayat (4), Panitia Pemilihan melaksanakan Pemlllhan Damang
Kepala Adat dan dinyatakan sah apabila jumlal pemilih yang hadir untuk
mcngg,umk'm hak pilihnya sekurang-kurangnya 2/3 (dua 'pertiga) dari
jumlah pemilih terdaftar; ;

(06)  Apabila dalam pclaksanaan pemilihan scbagaimana dlmdksud ayat (5)
jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya kurang dari 2/3
(dua pertiga) dari jumlah pemilih maka ditunjuklah Pcmabdt Damang
Kepala Adat, melalui Rapat Majelis Adat Kecamatan.

Pasal 20
(1) Calon Damang Kepala Adat yang dinyatakan terpilih lalah calon yang.
mendapat jumlah suara terbanyak;

(2)  Apabila dalam pemungutan suara terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon
mendapat suara yang sama, maka dilaksanakan pemilihan ulang;

(3)  Apabila dalam pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) hasilnya
tetap simit maka ditunjuk Penjabat Damang Kepala Adat.

Pasal 2i

(1y Segera setelah selesai pelaksanaan pemilihan,  Panitia  Pemilihan
menyampaikan Berita Acara Pemilihan dan Berkas Persyaratan Calon
Ferpilib kepada Majelis Adat Kecamatan: _

(20 Majeils Adat Kecamatan menyampaikan Usul Pengangkatan Calon
Terpilib menjadi Damang Kepala Adat kepada Majelis Adat Kabupaten.

. i '

?

i
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BAB IX

PELAKSANAAN PEMILIHAN DAMANG KEPALA:ADAT

Pasal 19

K
Sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari sebelum pemilihan
dilaksanakan, Panitia Pemilihan memberitahukan kepada para pemilih
mengenai waktu dan tempat pemilihan yang ditentukan; ,
Pemilihan dilaksankan di Ibukota Kecamatan melalui Rapat Pemilihan
Damang Kepala Adat yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan
dengan dihadiri -sckurang-kurangnya 2/3 (dua pertu,a)’ dari jumlah
pemilih terdaftar;
Pemilihan Damang Kepala Adat dinyatakan sah apabila jumlah pemilih
yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sekurang- kurangnya 2/3
(dua pertiga) dari jumlah panitia;

Dalam hal jumlah pemilih yang hadir untuk mengg,unakan hak pilihnya

kurang dari yang ditentukan sebagaimana dalam ayat (3), Pemilihan

Damang Kepala Adat dinyatakn ditunda/diundurkan;

Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pengunduran - sebagaimana
dimaksud ayat (4), Panitia Pemilihan melaksanakan Pemlhhan Damang
Kepala Adat dan dinyatakan sah apabila jumlah pemilih yang hadir untuk
menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari
jumlah pemilih terdaftar;

Apabila dalam pelaksanaan pemilihan scbagaimana dimaksud- ayat (5)
jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya kurang dari 2/3
(dua pertiga) dari jumlah pemilih maka ditunjuklah Penjabat Damahg
Kepala Adat, melalui Rapat Majelis Adat Kecamatan, !

Pasal 20

Calon Damang Kepala Adat yang dinyatakan terpilih ialah calon yang'

mendapat jumlah suara terbanyak;
Apabila dalam pemungutan suara terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon
mendapat suara yang sama, maka dilaksanakan pemilihan ulang;

Apabila dalam pemilihan ulang scbagaimana dimaksud ayat (2) hasilnya
tetap sama maka (hlunJuk Penjabat Damang Kepala Adal

-

Pasal 21

segera selelah sclesai pelaksanaan  pemilihan,  Panitia  Pemilihan
menyampaikan Berita Acara Pemilihan dan Berkas Pelsyaratan Calon
Terpilih kepada Majelis Adat Kecamatan; -
Majelis Adat Kecamatan menyampaikan Usul Pcngm;,kdlan Calon
Terpilih menjadi Damang Kepala Adat kepada Majelis Adat Kabupaten

10 I
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BAB X

PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN
DAMANG KEPALA ADAT

Pasal 22

Damang Kepala Adat Terpilih diangkat dengan Keputusan Majelis Adat
Kabupaten dan disahkan olch Bupati Seruyan dengan menerbitkan
Keputusan;

Sclambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sctelah diterbitkan Keputusan
Bupati, maka yang bersangkutan dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain .
yang ditunjuk; |

Pada saat pelantikan, Damang Kepala Adat yang bcrsgmgkutan wajib
bersumpalvberjanji menurut agama yang dianutnya dihadapan Bupati
atau Pejabat yang lain yang ditunjuk, dalam suatu acara pelantikan yang
dihadiri oleh Majelis Adat Kabupaten, Majelis Adat Kecamatan, Tokoh-
Tokoh Masyarakat dan Tokoh-Tokoh Adat. ‘

Pasal 23

Masa Jabatan Damang Kepala Adat 10 (sepuluh) tahun dan dapat dipilih
kembali untuk masa jabatan kedua kalinya. :

(1)

th)

(2)

BAB XI

PEMEBERHENTIAN SEMENTARA DAN
PEMBERHENTIAN DAMANG K EPALA ADAT

Pasal 24

Damang Kepala Adat yang dituduh atau tersangkut. dalam suatu tindak
pidana atas usul Majelis Adat Kecamatan dapat diberhentikan sementara;

Pemeberhentian Sementara dilakukan dengan Surat Keputusan Majelis
Adat Kabupaten dan disahkan oleh Bupati;

Sclama Damang Kepala Adat diberhentikan sementara maka pelaksanaan
tugas schari-hari dilakukan olch Penjabat Damang Kepala Adat;

Apubila berdasarkan pemberitahuan dari penyidik atau berdasarkan
putusan  pengadifan  dinyatakan bahwa Damang Kepala Adat yang
bersamgkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan maka
Majelis Adat Kabupaten menetapkan kembali Damang Kepala Adat yang
bersangkutan - dan mengusulkan untuk  mencabut Keputusan  Bupati
tentimg Pengesahan Pemberhentian Sementara.

Pasal 25

Pemberhentian dari jubatan Damang Kepala Adat dilakukan oleh Majelis
Adat Kabupaten dan disahkan olch Keputusan Bupati Seruyan;
Pemberhentian dimaksud Ayat (1) dilakukan karena

a. Meninggal dunia;

b Mengajukan atas permintaan sendiri;

¢. Tidak lagi memenuhi syarat atau melanggar sumpah/janji;



d. Mclakukan perbuatan  yang  bertentangan  dengan  Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku dan atau norma/adat yang hidup
dan berkembang dalam masyarakat.

Pasal 26

Damang Kepala Adal yang melalaikan tugasnya schingga merugikan Negara
atau Pemecrintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dikenakan tindakan
administrative  berupa  teguran, pemberhentian  sementara  dan  atau
pemberhentian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,

Pasul 27

Damang Kepala Adat yang tidak dapat menjalankan tugas wewenang dan
kewajibannya karena sakit sampai dengan 6 (cnam) bulan berturut-turut maka
Majclis Adat Kecamatan mengusulkan kepada Majelis Adat Kabupaten untuk
memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya.

Pasal 28 N

(1) Jabatan Damang Kepala Adat yang lowong karena berhenti dan atau
diberhentikan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung
mulai lowong jabatan Damang Kepala Adat dimaksud harus sudah
diadakan Pemilihan Damang Kepala Adat yang baru; '

(2) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan tidak dapat dilaksanakan Pemilihan
Damang Kepala Adat karena situasi dan kondisi belum memungkinkan
dilaksanakannya pemilihan maka ditunjuk Penjabat Damang Kepala
Adat.

BAB Xl

PENGANGKATAN PENJABAT DAMANG KEPALA ADA'T

Pasal 29

(1) Pengangkatan Penjabat Damang Kepala Adat berdasarkan usul dari
Mejelis Adat Kecamatan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Majelis
Adat Kabupaten yang disahkan oleh Bupali Scruyan;

(2)  Penjabat Damang Kepala Adat sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah
dari Majelis  Adat - Kecamatan  dan  atau  Tokoh  Masyarakat
Pesa/Kelurahan dalam wilayah kedamangan yang bersangkutan;

(3)  Masu Jubatan Penjabat Damang Kepala Adat paling lama 1 (satu) tahun;

(-l Sclambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diangkat Penjabat Damang
Kepale Adat maka Majelis Adat  Kecamatan  segera  mengadakan

Y
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BAB XIII
MAJELIS ADAT

Pasal 30

Ditingkat Kabupaten dibentuk Majelis Adat Kabupaten dan ditingkat
Kecamatan dibentuk Majelis Adat Kecamatan; '

Ketua Majelis Adat dipilih dari Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh

" Masyarakat melalui musyawarah dan mufakat. Damang Kepala Adat

tidak boleh merangkap menjadi Ketua Majelis Adat Kecamatan. Damang
Kepala adat Kecamatan dapat dipilih menjadi Damang Kepala Adat
Kabupaten; ‘

Majclis Adat terdiri-dari berbagai unsur dalam masyarakat yaitu Tokoh
Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat ahli dibidang Pemerintahan,
pertanahan, hukum, perkebunan/pertanian, kehutanan dan lain-lain;
Susunan Majelis Adat terdiri-dari :

a. Ketua;

b, Wakil Ketua;

Sckretaris; :

d. Anggota-anggota yang jumlahnya ditentukan sesuai kebutuhan.
Pembentukan Majelis Adat Kecamatan diprakarsai oleh Damang Kepala
Adat bersama-sama dengan  tokoh  Adat/Tokoh Masyarakat melalui
musyawarah mulakat; :

Pembentukan Majelis Adat Kabupaten dilakukan melalui Pemilihan oleh
Para Damang Kepala Adat; :

Damang "Kepala Adat Kecamatan yang terpilih menjadi Dama'ng
Kabupaten harus melepaskan jabatannya sebagai Damang Kecamatan;

Majelis Adat Kecamatan ditetapkan dengan Surat Keputusan Majelis
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- Adat Kabupaten disahkan dengan surat keputusan Bupati Seruyan;

Masa jabatan Ketua Majelis  Adat Kabupaten adalah 3 ( tiga ) tahun
dan dapat dipilih kembali untuk riasa jabatan kedua kalinya.

Pasal 31

Majelis Adat mempunyai tugas tertentu dibidang Permbinaan terhadap

pelaksanaan  tugds Damang Kepala Adat tentang pemberdayaan,

pelestarian, pengembangan adat istiadat, lembaga adat dan hukum adat

i dacrah; .

Unik  melcksanakan tugas scbagaimana ayat (1), Majelis adat

mempunyai fungsi .

2. Sebagai  wadah  musyawarah mufakat  dalam  memberikan
pertimbangan-pertimbangan  baik  diminta ‘maupun tidak diminta
kepada pemerintah mengenai upaya penyelesaian permasalahan yang
berkaitan dengan hokum adapt dan adata istiadat;

b. Mclakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tuigas
panitia pemilihan Damang Kepala adapt;

¢. Menctapkan/mengesahkan Calon Damang Kepala Adat yang berhak
dipilih setclah diadakan  penjaringan dan penyaringan oleh panitia
pemilihan;



. Scbagai forum koordinasi bagi pura Damang Kepala Adat dalam
menyampaikan  aspirasi, saran dan pendapat kepada pemerintah
dalum menunjang pelaksanaan lugas pemerintah, pembangunan dan
pelayanan kepada masyarakat;

¢.  Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pelaksanaan tugas
kerapatan adat atau lembaga Adat dan para mantir adat.

Pasal 32 !
|

(1Y  Majelis Adat mempunyai hak dan wewenang sebagi berikut :
-4 Majelis Adat Kecamatan N S

I} Membentuk Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat;

2) Menetapkan Calon Damang Kepala Adat yang berhak dipilih dan
mengusulkan pengesahannya kepada Majclis Adat Kccamatan;

~ 3) Mengusulkan Pengangkatan Damang Kepala Adat yang berhak
dipilih kepada Majelis Adat Kabupaten;

4) Mengusulkan pemberhentian sementara Damang Kepala Adat
karena dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana atau
melakukan  perbuatan yang bertentangan detigan ketentuan
peraluran  perundang-undangan  yang  berlaku  dan atau
norma/hukum adat yang hidup dan berkembang dalam
masyarakat; . : .

5) Menetapkan Penjabat Damang Kepala Adat dan meéngusulkan
pengangkatannya kepada Majelis Adat Kabupaten; .

6) Meclakukah penilaian dan evaluas; terhadap pelaksananaan tugas
kerapatan adat dan atau let adat dan para mantir adat.

b. Majelis Adat Kabupaten -

1) Mengesahkan Calon Damang Kepala Adat yang berhak dipilih;

2) Mengangkat Calon Damang Kepala Adat terpilih dengan

* keputusan  Majelis  Adat Kabupaten dan mengusulkan
pengesahannya kepada Bupati; - L

3) Memberhentikan  sementara Damang Kepala Adat’ atas usul
Majelis Adat Kecamatan; '

4) Mengangkat Penjabat Damang Kepala Adat berdasarkan usulan
dari Majelis Adat Kecamatan dan mengusulkan pengesahannya
kepada Bupati; ‘ :

5) Mengajukan usul pengesahan pemberhentian semehtara dan atau
pemberhentian Damang Kepala Adat kepada Bupati.

(2) Majclis Adat berkewajiban melakukan hal-hal sebagai berikut

a. Membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan
dan pembinaan kemasyarakatan terutama dalam kaitannya dengan
huk-hak  adat  dan pclaksanaan  hukum  adat dengan  tetap
memperhatikan kepentingan masyaruakat;

b. Menciplakan suasana kondusif’ yang menjamin tetap lerpeliharanya
kebhenikaan masyarakat adat dalam rangka persatuan dan kesatuan
hangsa;

¢. Memelihara  stabilitas  nasional yang schat dan dinamis dengan
memberikan - peluang kepada masyarakat  melakukan proses
demokrasi dan pemberdayaan;



(1)

)

d. Membantu kelancaran dan penyelenggarnan tugas pemerintahan dan
pembungunan yang bersih dan berwibawa serta pelayanan kepada
musyarakat yang lebih berkualitas.

BAB X1V
KEDUDUKAN KEUANGAN

PPasal 33

Damang Kepala Adat diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan biaya
operasional Damang; ‘

Penghasilan tetap dan biaya operasional Damang sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Seruyan;

Besarnya penghasilan tetap dan biaya operasional Damang sebagaimana
dimaksud ayat (2) ditetapkan Iebih lanjut dengan Keputusan Bupati
Scruyan dengan memperhatikan kemampuan dacrah.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP '
Pasal 34

Damang Kepala Adat yang pada saat berlakunya Peraturan daerah ini
diangkat berdasarkan ketentuan Peraturan Dacrah. Tingkat 1 Propinsi
Kalimantan  Tengah Nomor 14 Tahun 1998 tentang’ Kedamangan
di Propinsi  Kalimantan Tengah, diberikan  kesempatan untuk
menyclesaikan masa jabatannya selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal
pelantikan; -

Sctelah berakhir masa jabatannya sebagaimana ayat (1); dapat dipilih
kembali sesuai dengan Peraturan Dacrah ini. '

-~

Pasal 35

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Dacrah ini scpanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.



Pasal 36

Peraturan Dacrah ini mulai berlaku puda tanggal diundangkan.s

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Dacrah ini dengan  penempatannya dalam Lembaran  Daerah Kabupaten
Scruyan,

Ditetapkan di Kuala Pembuang

nada tanggal 6 Maret 2007

—

7 0 BEPATESBRUYAN,

//

\ 1 'ﬁz;g/r\' ALI

. . - \ L) ot ! \’—.—.._’-
Diundangkan di Kuala Pembuang \‘\\;\; } > A
Pada tanggal 8 Marcet 2007 —

SEKRETARIS-DAERAIT KABUPATEN SERUYAN,

— v 3

Drs. HAJONI ARDI

- q # s
B N S

LEMBARANDAERAL KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2007
NOMOR ¢ SERI €
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. Pasal 13

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN.

NOMOR TAHUN 2007

TENTANG

KEDAMANGAN KABUPATEN SERUYAN

PENJELASAN UMUM :

Maksud dilakukan’ Pemberdayaan dan Pelestarian  serta Pengembangan  Adat istiadat,
kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat di dacrah adalah menunjang
kelancaran ‘penyclengaraan  pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan  peningkatan
ketahanan nasional serta mendorong upaya mensejahlerakan wirga masyarakat setempat.

Tujuan adalah mendorong menunjang  dan meningkatkan partisipasi masyarakal guna
kelancaran pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di daerah,
terutama di desawkelurahan schingga warga masyarakat sctempal merasa terpanggil untuk

turut serta bertanggung jawab atas kesejahteraan hidup masyarakat dan lingkungannya.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL : o

Pasal 1 s/d Pasul 2
Cukup jelas

Pasal 3 s/d Pasal . ; :
Dalam rangka pemberdayaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan
lembaga adat mersa perlu dikukuhkan wilayah  kedamangan  yang ada  yakni
Kedamangan Seruyan Hulu, Kedamangan Seruyan Tengah dan Kedamangan Danau
Sembuluh.

Pasal 5 s/d 7 ~
Cukup jelas

Pasal 8 s/d 11
Cukup jelas

Pasal 12 s/d 13
Cukup Jelas

Cukup jelas

© at ittt
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~ Pada tanggal 8 Marct 2007

Pasal 36
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

_ Agar sctiap orang mengetahuinys, memerintahkan pengundangan Peraturan
Dacrah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daecrah Kabupaten
Scruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 6 Marct 2007

BUPATI SERUYAN,

YAN ALI

Diundangkan di Kuala Pembuang

LIEM DALRAI KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2007
NOMOR H SERI E
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Pasal 14
Yang dapat memilih damang kepala adat adalah Ketua Badan Permusyawaratan Desa atau

perwakilan tokoh masyarakat Desa dan di kelurahan yang terlebih dahulu disepakati oleh
mantir adat yang berada dalam wilayah kedamangan dimaksud, kecuali bagi mereka yang
menjadi Calon Damang Kepala Adat.

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
. ..
Cukup jelas

Pasal 17 s/d |8
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20 s/d 21
Cukup jelas

Pasal 22 sd/ 23

Cukup jelas

Pasal 24 sd/ 28
Cukup jelas

" Pasal 29

. Cukup jelas

Pasal 30
Ayat (IT) Ketua Majelis Adat dipilih dari Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat
melalui musyawarah dan mufakat. Damang Kepala Adat tidak boleh merangkap menjadi
Ketua Majelis Adat Kecamatan. Damang Kepala adat Kecamatan dapat dipilih menjadi
Damang Kepala Adat Kabupaten. '

Ayat (14) . - :
Damang Kepala Adat Kecamatan yang terpilih menjadi Damang Kepala Adat Adat
Kabupaten harus melepaskan jabatannya sebagai Damang Kecamatan,

Pasal 31 sd/ 32
Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1) Damang Kepala Adat diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan biaya
“operasional Damang, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Seruyan.

Pasal 34 s/d 36
Cukup jelas .



